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’BUPATI BENGKALIS

- PERATURAN BUPATI BENGKALIS
*‘»;NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

o ‘};TATA CARA PEMBERIAN PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN
BELANJA BANTUAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS e

,{ivf‘;' ' DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI BENGKALIS

.~ Menimbang a.",bahwa untuk optlmahsaSI fung51 APBD dan ter’ub admmlstrasr‘_"-z

-+ - .+ sebagaimana .diamanatkan dalam ‘ketentuan Pasal 16 . Ayat (3) -
'.-‘Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan =~ °
~Keuangan Daerah’ dan- Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam. @

" Negeri'-Nomor.: 13 “Tahun 2006 tentang - Pedoman Pengelolaan;.‘"}“'!f,'ﬂ
SRR ,Keuangan Daerah dan" Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .59 - = i
.. Tahun 2007 tentang. Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

~~ Nomor- 13 ‘Tahun - 2006 tentang Pedoman Pengelolaan ‘Keuangan = -1

~Daerah, - maka - perlu_ ditetapkan - Tata - Cara . Pemberian, SR
s Pertanggungjawaban dan_ Pengawasan Belanja Bantuan Pemenntah; L
: Kabupaten Bengkahs S ‘ ,

s f,jb.;fbahwa berdasarkan per’umbangan sebagalmana dlmaksud dalam-c.f,j-_ (R

5 hurdf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati: Bengkalis: tentang Tata: - .
"’I.}Cara ‘Pemberian, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Belanja'f‘
'-Bantuan Pemerlntah Kabupaten Bengkahs S :

~Mengingat -~ : 1. Undang Undang ‘Nomor 12 - Tahun " 1956 tentang Pembentukan;

R . Daerah  Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi:- - .
e 'Sumatera Tengah (Lembaran Negara Repubhk Indone3|a Tahun 1956 a
e Nomor 25), ~ 4 LR ,

i 2".';'»Undang—Undang Nomor - 8 Tahun 1985 tentang Organlsasﬁ{?/;ffﬂ‘f’;'}:f»:‘:;
. ~Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republlk Indonesna Tahun 1985 -~
. Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone3|a Nomor S
 »3299) R Lo v

S Undang—Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan‘

-~ Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotlsme‘[ SR
~ (Lembaran Negara ‘Republik - Indonesia ‘Tahun 1999. Nomor 75 o
R Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa Nomoer 3851)

4 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran :33, L
: Negara " Republik 'Indonesia Tahun’ 2001 Nomor 112, Tambahan . = "
.. Lembaran Negara Repubhk Indonedsna ‘Nomor. 4132) sebagalmana

.- telah diubah dengan Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang = - -

-+ Perubahan Atas - Undang—Undang ‘Nomor 16 Tahun 2001 tentang z{
Yayasan (Lembaran Negara Repubhk lndonesna Tahun: 2004 :
* . Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneSIa K/
Nomor4430) S Al Sl umE




\:Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara'
1(Lembaran ‘Negara Republik ‘Indonesia “Tahun 2003 ‘Nomor 47 RES e
_Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesna Nomor 4286),, .

‘Undang- Undang Nomor 1. Tahun 2004 tentang Perbendaharaan - '
- Negara (Lembaran Negara republik- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
: "Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesua Nomor 4355);

Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan,'jf"j'~_;,"
- Peraturan - Perundang undangan (Lembaran Negara - Republik = - =
_ “Indonesia -Tahun '2004 Nomor - 53, Tambahan Lembaran Negara e
Repubhk |ndoneSIa Nomor 4389) SPRpE ‘

"fUndang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemenksaaan-_-,;“
'Pengelolaan dan’ Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran. -
- Negara Republik . Indonesia - Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan}ﬁ PR,
. ‘Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa Nomor 4400) B e T

.',Undang Undang Nomor - 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan.f
~Daerah (Lembaran Negara Repubhk 'Indonesia Tahun 2004 Nomor' ; -

125, Tambahan Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a Nomor 4437, oo
' sebagaimana  telah diubah . beberapa 'kali - terakhir dengan . =

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang. Perubahan Kedua .
- . Atas 'Undang-Undang Nomor 32 “Tahun 2004 tentang Pemerintahan .~
_.Daerah (Lembaran Negara ‘Republik ~Indonesia Tahun 2008 .

\".,Nomor 59, - Tambahan_ Lembaran Negara Republlk Indone3|a[fjif;-;

- Nomor 4844);

10

‘_Peraturan Pemenntah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan,
- Undang-Undang" Nomor 8" Tahun 1985 “tentang - ‘Orgasnisasi
L Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun 1986 .-

: tUndang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perlmbangan},}.jf;
- Keuangan. antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah:

: ;*‘((Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun' 2004 Nomor 126*
‘;ﬂ,Tambahan Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Nomor 4438)

Com

" Nomor 24, ‘Tambahan. Lembaran Negara Repubhk IndoneSIa-[i»‘i?i"_:_;;:f‘

12 .
© Perimbangan (Lembaran Negara Republik - Indone3|a Tahun 2005 < =

| *j.f,Nomor 3331);

Peraturan Pemenntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana";{."lf e

e Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republlk lndonesxa Nomor.{,}‘,f-‘

- 13.1Peraturan Pemerlntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaanf‘
S ,Keuangan Daerah (Lembaran Negara*. Republlk Indonesia Tahun',L;‘,ag_,ji'
.. ~-2005:Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republlk lndoneS|a; S
© -~ Nomord578).- - .~ . . e
' }14.-.Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Sl
- ‘Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan ‘Pemerintahan. -~

Daerah (Lembaran Negara Republlk IndoneS|a Tahun 2005 Nomor

- 165);

s,

1Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglanag% e

. Urusan Pemerintahan antara  Pemerintah, - Pemerintahan ‘Daerah =
Provinsi,- dan . Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran,x‘j,-,

B ’i‘~“'y'3'g',.Negara Repubhk lndoneSIa Tahun 2007 Nomor 82); ‘ S
i _»*1_6.'Peraturan "Pemerintah - Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
- Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Repubhk IndoneS|a

'-"i""".‘_\Tahun 2010 Nomor oo




" Menetapkan i

O 18.F

e Dalam Peraturan Bupatl |n| yang d|maksud dengan

;iDaerah adalahf?Kabupaten Bengkalls

MEMUTUSKAN

 BABI
KETENTUAN UUMUM

.‘Pemerlntah Daerah adalah Bupatl Bengkahs beserta perangkat daerah‘
“sebagal unsurv penyelenggara pemenntahan daerah : e

. Bupat| adalahﬁ'}Bupatl Bengkalls RERORES S Y :
.Z,Sekretans Daerah adalah Sekretarls Daerah Kabupaten Bengkalls

: ‘sebagal pengurang nllal kekayaan berSIh

“Daerah yang - ‘berdasarkan peraturan perundang -undangan  “diberi -

o : ,kewenangan tertentu dalam kerangka pengelolaan ‘Keuangan Daerah-
?“_oleh Bupatl.:f’selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan

Peraturan PreS|den Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedomanf-".l':r’ N
"_"Pengadaan Barang /Jasa Pemenntah L o
, Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 tentang_ v
"~ Pedoman’ Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah = . .
f J-_'dengan ‘Peraturan -Menteri -Dalam - ‘Negeri Nomor- 59 Tahun 2007 . " -
- tentang" Perubahan ‘Atas Peraturan: Menteri Dalam Negeri Nomorc.‘jf“; RN
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Ea

: ‘fPeraturan Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 07 Tahun 2008
oy ,,;["5tentang Penyelenggaraan Urusan Pemenntahan Daerah Kabupaten BRI I
‘-'_',{:”Bengkahs E a Lo Ay e
2 ;fPeraturan;\,Daerah "Kabupaten Bengkalls Nomor 03:»Tahun 2009?‘,.‘;{;.’;
SR {;'tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah S R e s T

}lPERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA - PEMBERIAN-F,}"‘ C
'PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN BELANJA BANTUAN_ S
_ PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS. =~ - ,

.l‘Anggaran Pendapatan dan’ Belanja Daerah selanjutnya dlsmgkat'f :
~APBD. adalah ‘Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten e
‘Bengkalls ; Pl

;Belanja Daerah adalah kewajlban pemenntah daerah yang d|akw S

, .fBeIanja Bantuan ~adalah belanja yang dlgunakan . untuk'; R

' -Jmenganggarkan pembenan bantuan dalam bentuk uang dan” atau .
-fbarang kepada Pemerintah Pusat, Perusahaan Daerah/BUMD/BUMN
,A;Badan/Lembaga/Orgamsasu ‘Pemerintah dan Swasta dan kelompok
~,masyarakat/perorangan dlbenkan secara selektlf ~dan - memiliki G
a_~‘_kejelasan ‘penggunaannya yang: mendorong keglatan Pembangunan;,;f;,_j:h,-j‘f
~serta bertujuan: untuk pemngkatan kesejahteraan masyarakat dalam’g
‘bentuk Subsudl Hlbah Bantuan Sosnal dan Bantuan Keuangan S

:Q}Pejabat yang berwenang adalah Pejabat dan/atau pegawal Sekretarlat‘ 'f"f 5



A, i

o JDaerahlBUMDlBUMN Badan/Lembaga/OrganlsaS| Per}ner_i’ntah:dan_li: e

Pemohon : adalah::‘f' Pemenntah’ Pusat . Perusahaan’

i Swasta serta kelompok masyarakat/perorangan

10N e
- adalah Naskah. Perjanjlan Hibah Daerah antara Pemerlntah Daerah e
e Edengan Penenma Hlbah yang dldanal meIaIUIAPBD e e e

(1)

- pemberian,

‘"'fifﬁ)

o (1)
| o ;";umum

@F

Naskah Perjanjlan Hlbah Daerah yang selanjutnya d|smgkat NPHD‘ i

SN _,BAB ||
L MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksuddl ,_}\ukannya peraturan ini adalah untuk mengatur tata cara

Tujuan - dlb"eﬂakukannya peraturan ini adalah agar pelaksanaan

.- pemberian Bantuan, pelaporan dan  pengawasan - -belanja -bantuan
. - dapat- dllakaamakan secara tertib, memperhatlkan ‘azas kepatutan SRTEPES,

~manfaat untuk pelayanan pemenntah serta taat pada ketentuan

s _vj,.peraturan perundang undangan yang berlaku Thian e

BABIII Sl
JENIS BELANJA BANTUAN

Pasal 3

~Belan;a bantuan dlgunakan untuk menganggarkan pembenan bantuan :
. dalam . .bentuk - -uang - ‘dan‘: = atau- _barang . kepada_
“';‘g.Badan/Lembaga/OrgamsaS| Pemenntah dan Swasta serta kelompok:,
~ -~ masyaraKat/ perorangan. - SR | SRRE
. belanja- subsndl belanja hlbah belanja bantuan 303|a| dan be|anja;, o
~bantuan keuangan R ‘ L e

Belanja bantuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) mellputl

o Pasal4

Belanja bantuan SOSIal sebagalmana dlmaksud pada pasal 3 ayat (2)A-_'“_i S

mehputl belanja bantuan SOSlal terarah dan belanja bantuan sosml;ﬂ-

Belanja bantuan 303|al terarah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)\ et
1 adalah: ‘belanja - “‘bantuan _yang - . diberikan kepada
[ _,Badan/Lembaga/OrgamsaS| Pemerlntah dan Swasta serta kelompok =

-”Q‘,masyarakat/perorangan yang secara spesnflk telah dltetapkan dalam. =~

0 APBD. - v e e

o 3) Belanja bantuan sos|a| umum sebagalmana dlmaksud padaf: LA
. ayat:: (1) ‘adalah belanja bantuan . ‘yang ~diberikan - ‘kepada -

: }[Badan/Lembaga/Organ|saS| Pemerintah 'dan Swasta, serta kelompok
‘ ‘-'masyarakat/perorangan yang dlanggarkan sesual dengan kemampuan

1 keuangan daerah berdasarkan otorlsaS| yang dltetapkan oleh pejabat B

. yang berwenang S

@

_Belanja ‘bantuan sos:al umum sebagalmana dlmaksud pada ayat (3)

- hanya- dapat dlberlkan kepada organisasi yang berdomisili di.Daera
- kecuall bag| orgamsasn kemaha3|swaan dan yang berS|fat kedaerahan

B Brtanggungjawaban dan - pengawasan belanja bantuanj;':f«t, o
. -yang telahéﬁakaSIkan anggarannya dalam APBD. B e

@




Pasal 5}‘ .

= i,:;,“) Bantuan somal dlgunakan untuk menganggarkan pembenan bantuan f'i.f“ ;‘T‘f

“barang kepada kelompok masyarakat/perorangan

‘,\(2:‘1)1?‘*Bantuan sosnal dlbenkan tldak secara terus menerus/tldak menglkatf':} e

,;_;yang _bersifat- sosial. kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau_}‘"?‘;__g S

- setiap tahun" anggaran “selektif dan mem|I|k| kejelasan peruntukan’ s -

. daerah’ dan dltetapkan dengan Keputusan Bupatl

".f»‘n(3)‘iﬂ:’Bantuan ‘sosial yang dlbenkan ‘secara tidak terus- menerus/tldak

7"""’?{‘penggunaannya dengan mempertlmbangkan kemampuan keuangan

iy - mengikat - sebagaimana - dimaksud pada ayat (2) - diartikan bahwa_ e

: 'a_nggaran ff s =

,;:Belanja subsrdl

o . banyak.

- ! dlgunakan ‘;untuktﬁ' menganggarkan bantuan blayalﬁ :‘
" produksi kepada perusahaan/lembaga ‘tertentu . agar ‘harga” jual e
l;produksdjasa yang dlhaSIIkan dapat terjangkau oleh masyarakat““}_‘

: pembenan tersebut tldak Wajlb dan tldak harus dlbenkan setlap tahun

e :{'(2)]"Perusahaan/lembaga tertentu sebagalmana dlmaksud pada ayat (1).-
.. adalah perusahaan/lembaga . yang menghasnkan produk atau jasa ‘

S f'igf‘f_,pelayanan umum masyarakat

'--f_i'i5‘(3‘)1’5Perusahaan/lembaga penenma belanja SUbSIdI sebagalmana;

- .:dimaksud pada’ayat (1) harus terleblh dahulu dilakukan ‘audit sesuai j;'. 11;'-

- keuangan Negara

; f‘BeIanJa subsidi sebagalmana‘:dlmaksud pada ayat (1),»d|a'nggarkan:‘:_i'»‘?f.‘.
- “sesuai . dengan keperluan perusahaan/lembaga penenma subsidi "

i»f’dengan ketentuan pemerlksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban»_'i

- dalam ' Peraturan .- Daerah tentang: APBD .yang “peraturan

;j;tentang Penjabaran APBD

Pasal 7

‘:-“pelaksanaannya Ieblh IanJut dltuangkan dalam Peraturan Bupatl”*t-:'

L ":f'i(-il)"';‘;Belanja hlbah dlgunakan untuk menganggarkan pembenan hlbah 4 “ e

. ;{;'-_v.fivdalam bentuk ‘uang, barang dan/atau jasa kepada’ ‘Pemerintah ataur,, i
—'-Pemenntah Daerah Ialnnya perusahaan} daerah, masyarakat dan

@ Pemerlntah sebagalmana ;

‘lmaksud pada ayat (1) adalah |nstans|.; S

f.i?;;vertlkal oorganisasi kemasyarakatan sebagalmana dlmaksud padat_"

i :,f;ayat ™), termasuk antaralain: .~ 0
-”[L,}fa Orgamsasn semn PEmerlntah R

o b OrganlsaS| non pemenntah

c Lembaga swadaya masyarakat

*","{(3){‘;Belanja hlbah dlbenkan secara selektlf dengan memperhatlkan
1«—"i(kemampuan keuangan daerah raSIonalltas dan dltetapkan dengan

q




SO 5_3(4) Hlbah dlbenkan kepada Pemerlntah Pusat <~Perusahaan‘j]f.}
SRS Daerah/BUMD/BUMN Badan/Lembaga/OrganlsaSI Pemenntah dan =0
RUERNT ff 'Swasta dengan mempemmbangkan kinerja pengelolaan hibah - B

e Q‘_i[sebelumnya ‘akumulasi hibah yang pernah diterima dan/atau keglatan o)

CErh sejems yang telah dllaksanakan oleh si penerlma h|bah o

Pasal 8

o ;A(1)*I;:Belanja hlbah bersnfat bantuan yang tldak menglkat/tldak secara terus e
" menerus - dan tidak wajib serta ‘harus dlgunakan sesuai . dengan, e
,,,-‘L*:ij?t;;::persyaratan yang dltetapkan dalam NPHD e R e
" (2)-NPHD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) sekurang kurangnya‘f‘

;f;_f';_fmemuat identitas penerima* hibah, - tujuan pemberian hibah, jumlahg,;}v
. uang yang akan dlhlbahkan dan bentuk pertanggungjawaban BT

i (3) }'Hlbah dlberlkan secara tldak menglkat dan ada batas akhlrnya

e i""‘(1);‘leantuan keuangan dlgunakan untuk menganggarkan bantuan' : =
R keuangan yang bersifat khusus dari Pemenntah Daerah kepada Desa = . .
dalam rangka penlngkatan pembangunan desa - : e

e 2(2) Bantuan keuangan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) peruntukanf'» e
" dan 'penggunaannya - dlserahkan sepenuhnya kepada SKPD yang’fi
mengelola dana tersebut R T s
. “‘;1(3) Pemberi bantuan bersifat khusus sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) AN
‘ dapat mensyaratkan penyedlaan dana pendamplng dalam APBD', S
penenma bantuan P SR L L b

e »;.»“">BABIV L
AZAS UMUM PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN

Pasal 10

(1);Be|anja bantuan sosml sebaga| d|maksud pada pasal 4 dlberlkan;g:

_,;kepada BadanlLembaga/OrgamsaS| Pemerintah .dan. Swasta, serta
S kelompok: masyarakat/perorangan secara tertlb dan ‘memiliki kejelasan;f ey
e f~.§'-peruntukan ‘penggunaannya dalam hubungan keg|atan pembangunan
e dan penmgkatan kesejahteraan masyarakat S S

’"-‘*';Tj(2) Belanja bantuan dikelola- secara: tertib dengan memperhatlkan azasf“{}
: kepatutan dan manfaat untuk masyarakat = . i

5 (3) Belanja bantuan harus dlkelola secara tepat waktu tepat guna dan RE
tepat sasaran yang dldukung dengan buktl buktl admlnlstraS| yang‘j",- B

: dapatdlpertanggungjawabkan LRSI, G REE DR IR : :_f S
~j-51f“‘(4) Belanja bantuan dikelola- dengan memperhatlkan dan berpedoman‘;~5""» o
e kepada ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku ’

L eV | |
KEKUASAAN PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN i

Pasal 11

”_i{(1) Bupatl selaku kepala pemenntah daerah adalah pemegang kekuasaa 7
pengelolaan keuangan daerah LR e




” " diberikan kepada BadanlLembagalOrgamsasn Pemerintah dan- Swasta, -
.- serta kelompok masyarakat /perorangan besarnya disesuaikan. 'dengan

(2) Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah sebagalmana
, Adlmaksud pada ayat (1) mempunyal wewenang S

e a..'menetapkan kebuakan tentang pelaksanaan pemberlan bantuan :',’-‘

_ ‘ : pertanggungjawaban dan pengawasan belanja bantuan )
b. menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran belanja bantuan o

c »,menetapkan bendahara pengeluaran belanja bantuan

d."’menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan belanja e

g bantuan.

‘";:(.1),Bupat| selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
-g_’mellmpahkan sebahaglan ‘atau seluruh kewenangannya kepada
1. Sekretaris Daerah. selaku’ Koordlnator Pengelola Keuangan Daerah
2 dan Pengguna Anggaran Sekretanat Daerah.. : o

(2) Pelimpahan sebagalmana“dlmaksud ‘pada ayat (1) dltetapkan dengan j_'

jKeputusan Bupatp e

(1),-Sekretar|s Daerah selaku Koordlnator Pengelola Keuangan Daerah
- dan Pengguna Anggaran Sekretarlat Daerah sebagaimana dimaksud
~dalam Pasal 12 ayat (1). berkaltan dengan peran dan fungsinya dalam

" membantu Bupati- melaksanakan koordinasi dalam -penyusunan dan

_,~pe|aksanaan pemberlan pertanggungjawaban dan pengawasan

belanja bantuan

‘("2) Koordlnator Pengelola Keuangan Daerah dan Pengguna Anggaran
2 ,Sekretanat Daerah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) bertanggung
B jawab kepada Bupatl e A T :

Pasal 14

| “(1) Dalam pelaksanaan pembenan pertanggungjawaban dan pengawasan
3 belanja bantuan Sekretans'Daerah dapat menunjuk Kuasa Pengguna
Anggaran i . L

| "(2) Pejabat yang dltunjuk sebaga| Kuasa Pengguna Anggaran adalah

‘pejabat struktural di Imgkungan Sekretarlat Daerah sampal dengan dua v.;,; :

tlngkat d|bawah jabatan Sekretarls Daerah

(3) Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dllaksanakan sesual dengan |

ketentuan Peraturan Perundang undangan

R BABVI.,./ e
BESARNYA BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 15

Belanja bantuan SOSIa| sebagalmana dlmaksud pada Pasal 4 yang

- ketentuan -peraturan - perundang:- undangan yang tldak meleblhl batas
. toleran3| penunjukan langsung A R R

g

AR




e {,untuk bantuan SOSIal terarah dan bantuan sosnal umum R

R ;.,(~v1'_':)':Pembenan bantuan sosml terarah sebagalmana dlmaksud pada :

Bl BAB VII
“ TATA CARA PENGAJUAN'

Pasal 16

"} u;(1) Permohonan beserta proposal o elanja bantuan kepada”{
BadanlLembaga/OrganlsaS| Pemerintah dan Swasta serta kelompok
masyarakat diajukan dan dltandatanganl oleh pengurus organlsasrf
pemohon (Ketua dan Sekretans) A .

‘{'(2) Permohonan beserta proposal belanja bantuan perorangan dlaJukan"_‘:,;\ o
~ o dan dltandatanganl oleh Kepala Desa/Lurah dan dlrekomendaS| oleh :f':va:; peel
Camat Caneh : £ » |

S ;(3) Permohonan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2):;‘1’%
dlajukan kepada Bupat| melalw Baglan Umum Sekretarlat Daerah B

‘ (4) Ketentuan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku"‘f'

. BABVII 5
PERSYARATAN PENERIMA BANTU

Pasal 17

- “Pasal. 4= ayat (@) diberikan - kepada - BadanlLembaga/OrganlsaSI

e Pemenntah dan Swasta, serta kelompok masyarakat/perorangan yang - .
, ;_r;'.secara -spesifik telah dltetapkan peruntukannya dalam APBD, dapat -
.. mengajukan permohonan - pencairan - dana kepada Bupatl melalun
f;Sekretans Daerah dengan persyaratan sebagal berlkut Rt

; a Akta Pendlnan : OrganlsaS| atau Iegalltas Ialnnya yang
lpersamakanlldentltas perorangan E o

;nggaran Dasar dan Anggaraﬁi Rumah Tangga kie'c‘lialgi bag|

,'erorangan

‘j—lBagl Iembaga orgamsasn kemasyarakatan melamplrkan Surat,
: _,;";,Keterangan ‘Terdaftar- yang diterbitkan ~oleh instansi. yang
‘f&‘k;_If‘—;{)'benNenang ‘dan 'yang berbentuk Yayasan' melampirkan fotocopy .~ -
.. akta Pengesahan Pendman Yayasan darl KEMENTERIAN HUKUM T
L ;'S}DAN HAM Rl : ‘ S T

“‘r;;E'_fd;h;’-vSRencana Kerja Anggaran yang perlu mendapatkan dukungan',‘f
; ‘-‘fdana : § ; LNy e I

r'i::Nomor rekemng bank atas 'narna orgamsas: bagn
radan/Lembaga/Orgamsasn Pemenntah dan Swasta dan atasl_ o
ama perorangan bag| perorangan : : L

?{:Mem|I|k| alamat yang Jelas (Sekretanat)'

L ‘Pernyataan_ bersedla mempertanggungjawabkan ’pengg'u'naa:nf,_,_
0. . danajdan - .o . 3 R

- _’:ng.;iDokumen Ialn yang dlbutuhkan sebagal dukungan admlnlstra3|
_f;’sesuan dengan peraturan yang berlaku e SRR '




(2) Pembenan" ‘bantuan SOSIaI}iWumum sebagalmana dlmaksud pada
:pasal 4 ayat (3) dlberlkan kepada Badan/LembagalOrgamsasn-:;f' L

-Pemerlntah dan’ Swasta, ‘serta - kelompok: ‘masyarakat/perorangan, .
. .dapat mengajukan permohonan kepada Bupatl melalm Sekretans_
oL Daerah dengan melamplrkan persyaratan L S

a Iegahtas organisasi- bagi Badan/Lembaga/Orgamsas: Pemerlntah‘fjrf..;yffl‘ N

~.dan Swasta serta kelompok masyarakat/perorangan

= b _ khusus untuk MaSJlleumah Ibadah, sekurang-kurangya mendapat*j::f

‘ TapersetUJuan dari Lurah atau Kepala Desa dan Camat setempat;

‘F':?'c.ib‘;’menyampalkan permohonan atau rencana keglatan yang perlu::f"
‘ 'mendapat dukungan dana dan Pemenntah Kabupaten Bengkalls

‘_c.’,;memlllkl alamat yang jelas (domlsm) . S
od. :pernyataan bersedla mempertanggungjawabkan Penggunaah:fﬁ’ B

: "'.-'"’:f?f[f.,'.‘-‘i:{-dokumen Ialn yang ,;*dapat mendukung persetUJuan pembenan

'~udana ,:yg

‘ L ; BAB IX g :
TATA CARA PENCAIRAN DANA BELANJA BANTUAN :

Pasal 18

; ';(1) Penca|ran dana belanja bantuan 303|al terarah sampal dengan Jumlahf:.f'f.‘f-,

Rp. 50 000.000,- (hma puluh juta rupiah) dapat dilakukan sekaligus dan i
~ pencairan dana yang berjumlah -diatas Rp. 50. 000.000,- (lima puluh =~
.- juta rupiah) sampai Rp.’ 100. 000 000 (Seratus Juta ruplah) dllakukan}. e

dalam 2 (dua) tahap

-‘,(2) Pencalran dana belanja bantuan SOS|a| umum dapat dlbenkanf':?' o
~ sepanjang - anggarannya . ‘masih . cukup tersedia dalam Anggaran . .
Pendapatan dan.Belanja- Daerah tahun: anggaran berkenaan, dengan .. -
: memperhatlkan ‘aspek - legahtas administratif, . ‘teknis .- operasional, -

kepatutan dan kewajaran serta sesuai ketentuan yang berlaku. .

b ‘(3) Pencalran dana belanja hlbah berpedoman pada NPHD dan peraturan o

perundangan undangan yang berlaku.-

_‘(4) Pencalran dana belanja SUbSIdI berpedoman pada peraturan!f%i-ﬂ.w -

perundang undangan yangiberlaku S

Pasal 19

T Permlntaan pembayaran belanja bantuan sosral terarah sebagalmanaf“l‘

‘- -dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran -

L Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD). dengan menerbitkan -

~ Surat Permmtaan Pembayaran Langsung. (SPP -LS) yang diajukan kepada- =
‘Pejabat Pengelola Keuangan - Daerah - (PPKD) - melalui Pejabat =~
- Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK—SKPD)fi-;'..,,_,:;»v o

o Sekretanat Daerah s 9 e T

Pasal 20

o Pencalran dana. belanja bantuan sosual terarah dan’ pencairan’ dana )

belanja bantuan sosial umum sebagalmana dlmaksud dalam pasal 18'i 8

. ayat’ (1) dan (2) harus melamplrkan rincian penggunaan dana* pada -

~saat’ pengajuan - permohonan pencalran
~ »“kelengkapan dokumen e

dana_ bantuan sebagal




100k

(2) Rmman penggunaan dana sebaga:mana dlmakSUd pada ayat (1) harus
sesual dengan Iaporan pertanggungjawaban penggunaan dana et

Pasal 21

(1)’.Pener|ma"'belanja bantuan sos:alvterarah,dan belanja bantuan SOSIaI;?
, umum bertanggung jawab atas penggunaan uang/barang dan/atau -
",.:jasa “yang dlterlmanya dan Wajlb “menyampaikan- Iaporanf;
e ffpertanggungjawaban penggunaannya kepada ‘Bupati: melalun Pejabat .
Penatausahaan Keuangan (PPK—SKPD) Sekretarlat Daerah s

(2):‘~Proses pencalran dana belanja bantuan ‘sosial terarah ‘dan pencalran

- dana belanja' bantuan sosial umum:untuk berlkutnya yang. diajukan ‘-
‘oleh Badan/Lembaga/OrganlsaSI Pemerlntah dan Swasta, serta - -

S - kelompok masyarakat/perorangan ~harus - -terlebih dahulu]‘f‘?
" :':,‘menyampalkan laporan . pedanggunglawaban penggunaan ‘dana__.’

¢ I,sebagalmana dimaksud' pada ayat (1) yang telah diterima sebelumnya

f':dan telah -diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK—
»‘"SKPD) Sekretarlat Daerah Al Co

" Proses pencalran dana belanja bantuan sosial terarah dan pencalran dana .

" belanja bantuan sosial umum' yang dikuasakan kepada pihak lain untuk

:pengurusanlpencalrannya “harus " melamplrkan surat ‘kuasa - menurut‘i .
'peraturan perundang undanganyang berlaku S R e e

BAB X '
PENGANGGARAN

Pasal 23 ’

R w-‘(1) Belanja bantuan dalam bentuk uang, vdlanggarkan pada Sekretanat‘?

-~ Daerah Kabupaten Bengkalls dalam  bentuk - belanja -tidak - Iangsung'-"

~dalam APBD tahun anggaran\v berkenaan pada'Dokumen Pelaksanaan ?
”"ggaran (DPA) PPKD : S : ‘

2;11:'4\(2) Belanja bantuan dalam bentuk barang,»dlanggarkan dalam bentukfi
“program “dan. keglatan pada SKPD. dalam kelompok belanja Iangsung
dalam APBD tahun anggaran berkenaan o L . Eis

o BABXI
, PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 24

'-'_',’(1) Penenma belanja bantuan berupa uang dan/atau barang bertanggung

jawab atas penggunaan uang dan/atau barang yang dltenmanya dan’

sebagal objek pemerlksaan il Wajlb :
'enanggungjawaban penggunaannya

menyampalkan ‘ Iaporan

. (2) 'Laporan pertanggungjawaban 'sebagaimana dlmavksud pada ayat (1):§:
: dlbuat rangkap 2 (dua) yaltu S .

~-'_.‘AsI| dlsampalkan kepada Bupati - melalui Pejabat Penatausahaanf;
Keuangan SKPD (PPK—SKPD) Sekretanat Daerah dan o

‘b"*fl'embusan dlsampalkan kepada Pejabat Pengelola Keuangan
1Daerah selaku Bendahara Umum Daerah T " X/




- '1;:1.5;;“dltenma 2

) ,;(1\);,,Badan/Lembaga/Orgamsasn Pemenntah dan Swasta serta kelompo

- masyarakat/perorangan - yang telah* - menerima bantuan ~sosial -

- menyampaikan pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan yang-
.~ _telah dilaksanakan kepada Bupati melalui Pejabat Penatausahaani.,
S _»Keuangan SKPD (PPK-SKPD) Sekretarlat Daerah TR £ R

‘V.,‘"‘_(Z),"Penyampalan pertanggungjawaban sebagalmana dlmaksud padazfi!.

i _f_}bantuan diterima.

L (3) Apablla pertanggrungjawaban tldak dlsampalkan‘ sesual dengan waktuﬂij

-:i}‘i:};";sesual dengan peraturan perundang undangan yang berlaku i

(1 ) 'Bupatl dapat membentuk tlm venﬁkaS| belanja bantuan yang terdln dan’fvt St U
:oounsurc-sunsur- terkait - untuk membantu melaksanakan pengawasan..
= terhadap pembenan dana bantuan ‘ : , : i L

| (3) Laporan pertanggungjawaban sebagalmana ;dlmaksud pada ayat (1):\,‘

‘dan_(2). dapat dlsampalkan secara perlodlk/berkala setelah bantuan‘ s

Pasal 25

fi(1,)fSet|ap akhlr bulan Bendahara menyampalkan pertanggungjawaban' A
i realisasi. belanja bantuan ‘sebagai’ hasn pelaksanaan anggaran yang - o
r . menjadi tanggungjawabnya kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa  TUEEA

o Pengguna Anggaran ; ; e e T

- (2) Pertanggungjawaban reallsa3| belanja bantuan sebagalmana dlmaksud
pada ayat (1) merupakan’ gambaran dari pencapaian hasil pelaksanaan; cny
~ _pemberian bantuan pada’ bulan ‘lalu sebagal dasar evaluaS| untuk:;f‘,;j

:j,‘t’_gf;-‘pelaksanaan pemberlan bantuan bulan berlkutnya

Pasal 26 b

~ayat (1) harus dlsampalkan pallng lambat 1 (satu) bulan setelah;:"“

~ sebagaimana dimaksud pada ‘ayat (2), ‘Sekretaris -Daerah selaku -~ .
Koordinator ' Pengelola Keuangan Daerah :dapat memberlkan sanksr:“- s

©oBABXI
.PENGAWASAN -

91 Pasal 27

v;_:"a\‘(‘2:)_f;:Terhadap penggunaan dana belanja bantuan keuangan dapat;:j_ﬁl{“"f.'_v;._-;'_'f:
. dilakukan pemeriksaan/audit ‘oleh  aparat - pengawasan fungsmnal
~ if-‘danlatau aparat pengawasan mternal Pemerlntah Daerah S

A
% KETENTUAN LAIN- LAIN \

" Pasal 28

; ""Dana belanja bantuan umum bag| non »Pemenntah dan Lembaga Swadayaﬂ
',;_Masyarakat tidak ' dibenarkan - untuk- dlpergunakan membiayai keglatanf
7 yang- merupakan belanja tetap ‘'seperti sewa’ kantor, . listrik, telepon, air, * ..

= _pengadaan barang, ~honorarium, dan" perjalanan dinas: kecuali untuk f =
. i+ keperluan' rumah.‘ ibadah - serta penggunaan  di ‘luar: ketentuan yangl'},
SN ,dlperbolehkan oleh peraturan perundang,- undangan yang berlaku _ 7




BAB XIV

12

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29 -

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, agar mengacu
kepada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor
27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban
Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. i
(4

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah %/

Kabupaten Bengkalis.

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 15 April 2011
s N

*
W «.,;?}MARAN HASAN
E£PEMBINA UTAMA MUDA
\P719550720 198003 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2011 NOMOR 15.

Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 15 April 2011

BUPATI BENGKALIS
ttd.

H. HERLIYAN SALEH



